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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki judul “Pengenyampingan Alasan Perintah
Jabatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Brencana Yang Dilakukan Oleh
Prajurit Terhadap Perintah Komandan Militer Studi Putusan (Putusan
Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022)” ini membahas tentang bagaimana perintah
jabatan, yang biasanya menjadi alasan penghapus pidana bagi seorang prajurit,
tidak diterima dalam kasus tertentu. Penelitian ini berfokus pada kasus pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh seorang prajurit atas perintah komandannya,
sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/11/2022.
Penelitian ini ingin membahas rumusan masalah mengenai dua hal yaitu : pertama,
konsep perintah jabatan dipandang sebagai dasar penghapus pidana dalam hukum
pidana Indonesia; kedua, hakim dalam mempertimbangkan aspek perintah jabatan
dalam menjatuhkan hukuman pada kasus pembunuhan tersebut. Melalui
pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan pengadilan, ditemukan
bahwa tidak semua perintah atasan dapat dijadikan alasan penghapus pidana,
terutama jika perintah tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan nilai
kemanusiaan. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa prajurit tetap memiliki
tanggung jawab pribadi atas tindakannya dan seharusnya menolak perintah yang
melanggar hukum. Oleh karena itu, meskipun perintah berasal dari atasan, hal
tersebut tidak menghapuskan kesalahan pidana prajurit. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa prinsip kepatuhan dalam militer tetap dibatasi oleh hukum dan
nilai moral.

Kata Kunci : Hukum Militer, Pembunuhan Berencana, Penghapus Pidana,
Perintah Jabatan, Putusan Pengadilan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk Kesatuan
yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila dan Undang — undang dasar
sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan juga bahwa Indonesia merupakan
negara hukum yang termuat pada Pasal 1 ayat 3, dimana yang

implementasi atau penerapan hukum nya berlandaskan pancasila'.

Dalam menjaga kedaulatan negara diperlukan adanya sebuah
pertahanan negara untuk menjamin keberlangsungan hidup dari pada
bangsa dan negara, juga untuk menciptakan keamanan dalam suatu
negara penekanan tersebut terdapat dalam landasan konstitusional
Indonesia dalam Pasal 30 menetapkan bahwa upaya menjaga pertahanan
dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem yang melibatkan
seluruh rakyat. Sistem ini mengandalkan TNI dan Polri sebagai
komponen utama, rakyat berperan sebagai komponen pendukung dalam
mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional yang menyeluruh.?

Landasan konstitusional telah memberikan amanat bahwa Tentara

! Simamora, J. (2014). "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 14

2 Wadi Raines, et al. “Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam
Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-X1X/2021,” Jurnal
Trias Politica, (2024, Vol. 2, No.1). hlm. 79.



Nasional Indonesia terdiri dari 3 matra yaitu matra Angkatan darat, matra
Angkatan laut dan matra Angkatan udara. Tentara Nasional Indonesia,
yang dikenal dengan singkatan TNI, adalah komponen khusus dari
masyarakat sipil yang telah melalui pelatihan dan persiapan intensif.
Tujuan utama dari persiapan khusus ini adalah untuk membekali mereka
dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam
menjalankan tugas-tugas penting negara. Tugas-tugas tersebut mencakup

dua aspek utama:

1. Pembelaan negara dan bangsa: TNI bertanggung jawab untuk melindungi
kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dari ancaman eksternal

maupun internal.

2. Pemeliharaan pertahanan dan keamanan nasional: Selain berperan dalam
pertahanan, TNI juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan
keamanan dalam negeri, bekerja sama dengan institusi keamanan

lainnya.?

Sedangkan tugas pokok TNI terdapat pada Undang-undang
nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berikut ini tugas pokok TNI yaitu
Melaksanakan dan mempertahankan kedaulatan negara, menjaga
keutuhan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berlandaskan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, serta

memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan segenap

3 Endrianto Sutarto, Kewajiban Prajurit Mengabdi Kepada Bangsa. (Jakarta: Pusat
Penerangan TNI, 2005), hlm. 21- 22



wilayah tanah air dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang dapat

membahayakan persatuan bangsa dan integritas negara.*

Walaupun sudah mempunyai aturan tugas pokok dari TNI, tidak
memungkinkan selalu ditaati oleh prajurit. Banyak juga para prajurit
tidak mengimplementasikan adanya tugas pokok TNI tersebut terutama
memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam
menjalankan kewajiban dan tugas TNI juga memegang teguh Sapta
Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dan bagi para perwira yang sudah
punya jabatan sebagai pemimpin di kesatuan harus memiliki 11 asas

kepemimpinan.’

Banyak dari prajurit TNI yang tidak mengimplementasikan isi
sumpah prajurit yang kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang
teguh disiplin keprajuritan. Justru banyak prajurit yang melanggar isi
tersebut tidak tunduk pada hukum misalnya dengan melakukan tindakan
pidana yang melanggar hukum di negara Indonesia. Salah satu Tindak

pidana yakni kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan.

Secara hukum, personel militer memiliki status yang setara
dengan warga sipil. Namun, mengingat tanggung jawab khusus yang

diemban oleh angkatan bersenjata, diperlukan sistem hukum dan

4Indonesia, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), UU No. 34 Tahun 2004,
LN. NO. 127 Tahun 2004, TLN NO. 4439.

5 Pusdikter, “Pencetak Prajurit Teritorial Yang Bermoral, Berwawasan dan Bertanggung
Jawab”, diakses https:/pusdikter.mil.id/sumpah-prajurit/ pada 6 Oktober 2024




pengadilan yang terpisah untuk mengatur mereka® Istilah "militer"
berakar dari kata Yunani "miles", yang merujuk pada individu yang
diperlengkapi senjata dan dipersiapkan untuk bertempur, terutama dalam

konteks menjaga pertahanan dan keamanan negara.’

Untuk para prajurit yang melakukan tindak pidana harus dihukum
dengan hukum pidana. Dalam konteks penegakan hukum militer, hukum
pidana dipahami sebagai interaksi legal antara otoritas pemerintah dan
individu atau entitas hukum. Pihak pemerintah diwakili oleh beberapa

elemen:

1. Komandan Satuan, yang berperan sebagai Atasan Yang Berhak
Menghukum (ANKUM) dan/atau Perwira Penyerah Perkara (PAPERA)

2. Polisi Militer, yang bertindak sebagai penyidik

3. Oditur Militer, yang menjalankan fungsi penyidikan, penuntutan, dan

eksekusi

4. Hakim Militer di Pengadilan Militer, yang bertanggung jawab untuk
memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang melibatkan

anggota TNI.

Kerangka hukum ini dirancang khusus untuk menangani kasus-

kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personel Tentara Nasional

& Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, (Bandung : Mandar
Maju, 2002), him.14.

7 E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia (Jakarta : Storia
Grafika, 2002),hlm.26.



Indonesia (TNI). Meningkatnya kejahatan di Indonesia telah menciptakan
atmosfer ketidaknyamanan dan ketidakamanan di kalangan masyarakat.
Variasi tindak kriminal juga semakin luas, baik dalam hal jenis
pelanggaran maupun latar belakang pelakunya. Yang lebih
mengkhawatirkan, tindakan kriminal tidak lagi terbatas pada warga sipil
saja, tetapi juga melibatkan anggota militer. Padahal, personel militer
telah berjanji melalui Sapta Marga dan sumpah prajurit untuk menjadi
pelindung negara dan bangsa dalam aspek pertahanan dan keamanan,
penyelamat nusa dan bangsa, serta berperan sebagai instruktur rakyat

dalam mempersiapkan kekuatan menghadapi berbagai ancaman.®.

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan yaitu
pembunuhan. Tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik yang
melanggar hukum maupun tidak, didefinisikan sebagai pembunuhan.
Adami Chazawi berpendapat bahwa formulasi Pasal 340 KUHP, yang
menggunakan  istilah  "menghilangkan nyawa" orang lain,
mengindikasikan bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam
kategori kejahatan yang berfokus pada hasil atau konsekuensi tertentu
yang dilarang hukum. Dalam konteks ini, terwujudnya tindak pidana
materil secara utuh tidak hanya bergantung pada terlaksananya suatu
perbuatan, tetapi juga pada munculnya dampak terlarang yang

diakibatkan oleh tindakan tersebut.” Fenomena ini telah ada sejak awal

8 Ibid., hlm 21
9 Adami Chazawi, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan
Hukum dalam Penyimpangan Praktik di Peradilan Sesal, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 58.



peradaban manusia, dengan aturan dan sanksi yang telah ditetapkan sejak
dahulu. Di Indonesia, ketentuan pidana terkait kejahatan terhadap nyawa
diatur dalam KUHP, tepatnya pada Buku II Bab XIX, mulai dari Pasal
338 hingga Pasal 350. Adapun Perbandingan Kuhp lama dan Kuhp baru
antara lain : 1. Asas Legalitas Seseorang hanya dapat dikenai sanksi
pidana apabila tindakannya telah secara tegas diatur sebagai perbuatan
terlarang dalam undang-undang. Hal ini berarti penghukuman tidak
diperkenankan berdasarkan pada ketentuan tidak formal atau keputusan
yang bersifat arbitrer. 2. Asas Teritorial Hukum pidana Indonesia berlaku
terhadap setiap individu yang melakukan tindak pidana di wilayah
Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. 3. Asas
Nasionalitas Aktif Ketika warga negara Indonesia melakukan tindak
pidana di negara lain, mereka masih dapat diproses secara hukum
berdasarkan ketentuan pidana Indonesia. Dengan kata lain, yurisdiksi
hukum Indonesia tetap melekat pada warga negaranya di manapun berada.
4. Asas Nasionalitas Pasif Orang asing yang melakukan perbuatan pidana
yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan nasional Indonesia,
walaupun terjadi di luar wilayah Indonesia, dapat dikenai ketentuan
hukum pidana Indonesia. dan 5. Asas Universal Pemberlakuan ketentuan
hukum pidana Indonesia (pasal 2-5 dan 8 KUHP) dibatasi oleh norma-
norma hukum internasional yang berlaku. Landasan pemikiran asas ini

adalah bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi



dalam penegakan tatanan hukum dunia.'® Sedangkan dalam Kuhp baru

antara lain sebagai berikut : Berikut

1. Asas Legalitas Asas ini pada dasarnya berarti "tidak ada hukuman
tanpa undang-undang yang jelas". Sebelum seseorang bisa dihukum,
perbuatannya harus sudah diatur sebagai kejahatan dalam undang-undang.

Ada tiga aturan penting:
e Kalau belum ada undang-undang yang melarang, tidak bisa dihukum
o Hakim tidak boleh menghukum berdasarkan perkiraan atau analogi saja

e Undang-undang pidana tidak bisa diterapkan untuk kejahatan yang

terjadi sebelum undang-undang itu dibuat

2. Asas Wilayah/Teritorial Siapa pun yang berbuat jahat di Indonesia
akan dihukum menurut hukum Indonesia, tidak peduli dia orang
Indonesia atau asing. Berdasarkan UU 1/2023, hal ini berlaku untuk

kejahatan yang terjadi di:
e Seluruh wilayah Indonesia
o Kapal atau pesawat berbendera Indonesia

o Kejahatan siber atau kejahatan lain yang dampaknya dirasakan di

Indonesia

3. Asas Perlindungan/Nasional Pasif Orang asing yang melakukan

10 Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti , Dwi Suci Amaniarsih ,Boby Daniel
Simatupang. “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru”, Jurnal Universitas
Dharmawangsa, (2024) hlm 597



kejahatan di luar Indonesia tetap bisa dihukum dengan hukum Indonesia
jika perbuatannya merugikan kepentingan Indonesia. Misalnya kejahatan

yang menyangkut:
o Keamanan negara atau pemerintahan
o Nama baik presiden atau pejabat Indonesia di luar negeri
e Uang, materai, atau dokumen resmi Indonesia
o Ekonomi dan perbankan Indonesia
o Keselamatan transportasi Indonesia
o Fasilitas dan aset negara Indonesia
e Sistem komunikasi elektronik Indonesia

4. Asas Universal Untuk kejahatan internasional yang sangat serius
(seperti genosida, terorisme), hukum pidana bisa diterapkan kepada siapa
saja, di mana saja, tanpa memandang kewarganegaraan. Ini karena

kejahatan tersebut merugikan seluruh dunia.

5. Asas Nasional Aktif Warga negara Indonesia yang melakukan
kejahatan di luar negeri tetap bisa diadili di Indonesia. Jadi hukum

Indonesia "mengikuti" warga negaranya ke mana pun mereka pergi.!!

Dalam hirarki kejahatan internasional, tindak pidana ini
menempati posisi tertinggi, yang tercermin dari beratnya hukuman yang

diancamkan dalam hukum Indonesia. Dalam konteks hukum positif

M 1bid., him.598-599



Indonesia, kesalahan dalam tindak pidana terhadap nyawa dapat
dikategorikan menjadi dua: sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa).
Kesengajaan mencakup tindakan yang direncanakan maupun tidak
direncanakan sebelumnya, dengan elemen kunci berupa adanya niat yang

kemudian direalisasikan menjadi tindakan yang diselesaikan'2.

Azhar Hafid mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan dapat
dipicu oleh berbagai faktor, termasuk motif balas dendam, kesulitan
ekonomi, perasaan antipati, dan alasan-alasan lainnya. Konsekuensi dari
tindakan ini adalah hilangnya nyawa seseorang. Kehidupan atau hak
untuk hidup dianggap sebagai aset paling berharga yang dimiliki setiap
individu. Terjadinya tindak pidana pembunuhan berdampak luas,
menciptakan kecemasan dalam masyarakat, mengganggu keseimbangan
hidup, mengancam keamanan, merusak ketenteraman, serta

menggoyahkan ketertiban dalam kehidupan sosial.'?

Salah satu tindakan pembunuhan yaitu tindak pembunuhan
berencana, pengaturan dari pembunuhan berencana dapat dilihat dalam
KUHP pasal 340 “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

12 Aldyan, A. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada
Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn.Bil.)”
Verstek Jurnal Hukum Acara, (2021) him.449

13 Azhar Hafid, “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340
KUHP”, Jurnal Lex Crimen (Juni 2015), hlm. 86.
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Moord, atau pembunuhan yang direncanakan, termasuk dalam kategori
kejahatan terhadap nyawa dan diatur secara khusus dalam Pasal 340
KUHP. Tindak pidana ini memiliki kedudukan tersendiri, terpisah dari
pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Formulasi hukum
untuk pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan pengulangan
dari ketentuan pembunuhan biasa, dengan penambahan satu elemen
krusial yaitu "dengan rencana terlebih dahulu". Hal ini menunjukkan
perbedaan dengan pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam
Pasal 339 KUHP, di mana definisi pembunuhan langsung mengacu pada

delik pembunuhan dasar'*.

Di antara kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan berencana
yang diatur dalam Pasal 340 KUHP memiliki ancaman hukuman terberat
dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 338 dan 339 KUHP.
Sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana mencakup hukuman mati,
penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun.
Beratnya hukuman ini didasarkan pada adanya unsur perencanaan
sebelumnya. "Direncanakan terlebih dahulu" mengacu pada jarak waktu
antara munculnya niat pelaku dan pelaksanaan tindakan, di mana pelaku
memiliki kesempatan untuk memikirkan secara tenang bagaimana ia akan
melakukan pembunuhan tersebut. Rentang waktu ini tidak harus terlalu

singkat atau terlalu panjang, yang penting adalah dalam periode tersebut

14 Bima Guntara, A. S., “Penerapan Pasal 340 KUHP Mengenai Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana: Analisis Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps,” Jurnal Ilmu Sosial
Ekonomi Dan Politik, hlm. 26.
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pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir jernih. Sebenarnya, dalam
waktu ini pelaku masih memiliki peluang untuk mengurungkan niatnya,

namun ia memilih untuk tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. '

Dalam penelitian ini menggunakan putusan nomor 12-
K/PM.II/AD/II1/2022, yakni hakim memutuskan pidana penjara terhadap
pelaku pembunuhan berencana yang dimana oditur militer menuntut
ancaman pidana 18 (delapan belas) pidana penjara ditambah dengan
pemecatan dari dinas militer. Dari kasus ini memperlihatkan adanya
situasi perintah jabatan yang dilakukan oleh komandan, peristiwa bermula
ketika terdakwa diperintahkan oleh komandan untuk mengemudikan
mobil ke yogyakarta dengan posisi pelaku mengemudi mobil. Sekiranya
pukul 15.30 WIB mobil yang dikemudi pelaku mengalami kecelakaan lalu
lintas dengan sepeda motor yang mengakibatkan dua orang pasangan
terpental ke jalan. Kedua korban kecelakaan itu diperintahkan oleh
komandan sekaligus sebagai pelaku menyuruh untuk megangakat ke
dalam mobil. Dengan keadaan panik pelaku meminta tolong kepada
komandan. Komandan nya memberikan jawaban untuk dibuang saja
korban yang sedang mereka bawa. Karena pelaku gemetar maka
komandan mengambil alih kemudi dan melanjutkan perjalanan ke

Yogyakarta.

Dalam perjalanan nya ke yogyakarta setelah kejadian itu maka

15 Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, “Pembuktian dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Restorative
Justice, 3 (1) (2019)
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niat komandan nya untuk membuang korban yang ada di dalam mobil.
Pada saat pukul 23.00 WIB di sebuah jembatan dengan kondisi sudah
aman maka pelaku dan komandan tersebut membuang korban ke dalam
sungai. Setelah membuang korban, komandan tersebut menyuruh untuk

menghilangkan semua jejak tindak pidana yang dilakukan oleh mereka.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin
membuat karya tulis ilmiah dengan judul “Pengenyampingan Alasan
Perintah Jabatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Yang Dilakukan Prajurit Terhadap Perintah Komandan Militer

dengan Studi Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/111/2022”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan
yang dapat diangkat kemudian diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam

penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :
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1. Bagaimana konsep perintah jabatan sebagai dasar penghapus pidana
dilihat dalam konteks hukum pidana ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman
terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam

Putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/111/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan

karya ilmiah ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui konsep perintah jabatan
sebagai dasar penghapus dilihat dalam konteks hukum pidana

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam
penjatuhan hukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana

pembunuhan dalam Putusan Nomor 12 K/PM.II/AD/I11/2022

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis tentu mengharapkan agar

penelitian ini menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan, memperluas teori hukum yang ada kepada mahasiswa

hukum pada umumnya dan kontribusi positif untuk perkembangan
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hukum serta wawasan lebih mendalam mengenai Alasan
Pengenyampingan Perintah Jabatan Dalam Perkara Pasal 340 KUHP

yang dilakukan anggota militer antara bawahan dan komandan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan
yang berharga kepada masyarakat, pejabat pemerintah, terutama di
sektor militer, dalam menerapkan strategi hukum yang lebih efektif
guna mencegah, menangani, dan menegakkan hukum terhadap tindak
pidana pembunuhan pada pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh anggota
TNIL Tujuannya adalah membentuk perilaku dan sikap prajurit TNI
yang sangat disiplin, selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif, nilai-
nilai Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Dengan demikian,
budaya hukum dapat lebih terinternalisasi dalam kehidupan militer

maupun bermasyarakat.

Ruang Lingkup

Untuk memastikan penelitian ini tetap pada fokus pada permasalahan
yang dibahas, dalam penelitian ini penulis membatasi fokus pembahasan yaitu
pengenyampingan alasan perintah jabatan dalam tindak pidana pembunuhan

yang dilakukan oleh prajurit dan komandan militer dalam Putusan Nomor 12—

K/PML.II-11/AD/111/2022
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Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah penulis

menggunakan beberapa teori, sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan perintah dan
larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus
ditaati.'® Kepastian hukum dapat dicapai ketika aturan diterapkan pada
kejadian nyata. Prinsip ini mengharuskan hukum ditegakkan tanpa
pengecualian, sesuai ungkapan Latin "fiat justitia et pereat mundus"
(keadilan harus ditegakkan meski dunia hancur). Kepastian hukum
melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, memberi
jaminan bahwa seseorang dapat memperoleh haknya dalam situasi
tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum untuk
menciptakan ketertiban. Hukum berperan mewujudkan kepastian ini
demi keteraturan sosial. Selain itu, masyarakat mengharapkan manfaat
dari penerapan dan penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk
manusia, pelaksanaannya harus bermanfaat bagi masyarakat. Perlu
dipahami bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum
bersifat umum, mengikat semua orang tanpa pandang bulu. Contohnya,
siapapun yang mencuri harus dihukum, tanpa memandang identitas

pelaku. Konsep kepastian hukum erat kaitannya dengan aliran

16 Sudarsono,2007, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Rineka cipta, 2007), hlm.43



16

positivisme hukum. Aliran ini memandang undang-undang sebagai
satu-satunya sumber hukum yang sah. Dalam konteks ini, peradilan
dipahami sebagai penerapan undang-undang terhadap kasus-kasus
konkret.!?

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum
sebagai jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, hak-hak
yang diakui oleh hukum dapat diperoleh, dan keputusan pengadilan
dapat dijalankan. Meski berkaitan erat, kepastian hukum tidak sama
dengan keadilan. Hukum memiliki sifat universal, mengikat semua
orang tanpa pengecualian, dan memperlakukan semua sama rata.
Sebaliknya, keadilan cenderung bersifat subjektif, individual, dan
membedakan perlakuan berdasarkan situasi tertentu. Kepastian hukum
terwujud ketika hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan tertulis,
sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum benar-benar
ditegakkan. Dalam memahami nilai kepastian hukum, penting untuk
menyadari bahwa nilai ini terkait erat dengan instrumen hukum positif
dan peran negara dalam mewujudkannya melalui hukum positif
tersebut. '8

Gustav Radbruch berpandangan bahwa keadilan dan kepastian

hukum merupakan elemen-elemen yang tak terpisahkan dari sistem

17 Moho, Hasaziduhu.,“Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,

Keadilan dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta Edisi : 59. (Januari 2019)

18 Nur, Zulfahmi, “Keadilan dan Kepastian Hukum ((Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam

Pemikiran Hukum Imam Syatib1).” Misykat AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat (2023)

hlm. 255
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hukum. Menurutnya, kedua aspek ini harus mendapat perhatian yang
sama. Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum dalam
menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara. Oleh karena itu, ia
berpendapat bahwa hukum positif - yaitu hukum yang berlaku saat ini -
harus selalu dipatuhi.Dengan kata lain, Radbruch melihat bahwa
kepatuhan terhadap hukum positif adalah kunci untuk mempertahankan
stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, sambil tetap
memperhatikan aspek keadilan dalam penerapannya..!” Menurut Van
Apeldoorn terkait dengan kepastian hukum memiliki arti bahwa sesuatu

hal yang dapat ditentukan oleh hukum dan dalam hal hal yang nyata.?

Teori Ratio Decidendi

Dasar pemikiran hakim, yang juga dikenal sebagai ratio
decidendi, merupakan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim
berdasarkan fakta-fakta yang nyata dan substansial. Fakta-fakta penting
ini menjadi landasan dalam proses penentuan dan penerapan dasar
hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perkara yang sedang
ditangani.?!

Mackenzie menyatakan Teori Ratio Decidendi adalah sebagai
berikut. Teori ini adalah prinsip filosofis yang mendasar yakni mencari

peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pokok

19 Ode, Edi Kurniawan La, “Kepastian Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang
Dibatalkan Putusan Pengadilan.” Jurnal Hukum Kenotariatan 99 (Juli 2019) hlm. 7- 8

20 Aperldoorn, V., Pengantar llmu Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990),hlm. 24 -25

21 Peter Mahmud Marzuki, Penemuan Hukum oleh Hakim, (Jakarta : Graha Ekspress,

2014), hlm 119.
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perkara sebagai dasar hukum yang diperlukan untuk mengambil
keputusan dan mempertimbangkan semua alasan yang relevan untuk
menilai pokok perkara yang bersangkutan. Secara teknis, pertimbangan
hakim serta penjatuhan putusan harus diinformasikan oleh, dan kedua
hal tersebut harus diartikulkan dengan, motivasi yang jelas untuk
mencapai suatu bentuk keadilan bagi para pihak yang berperkara.??

Rusli Muhammad, mengenai Ratio Decidendi dalam
menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas
dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,
barang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum
pidana. Dimana pertimbangan hakim tersebut dilandaskan pada
fakta fakta yuridis dalam persidangan.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas
latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri, dan agama
terdakwa.”

Keputusan pengadilan yang berlandaskan ratio decidendi atau
pertimbangan mendalam dari hakim diharapkan mampu menciptakan
keadilan yang sesungguhnya. Hal ini mencerminkan penerapan nurani
hakim yang tidak sekadar terpaku pada aspek-aspek formal dan

prosedural. Sebaliknya, keputusan tersebut juga memperhatikan

220

22 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), him. 105-112
2 Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm. 212-
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keadilan substantif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang
relevan dengan persoalan yang sedang disengketakan. Dengan
demikian, putusan hakim diharapkan dapat mencapai esensi keadilan

yang lebih mendalam.
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam meneliti menggunakan jenis penelitian
dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif merupakan suatu proses meneliti yang berfokus pada
aspek-aspek formal hukum, seperti norma, peraturan, asas, prinsip,
doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya. Tujuannya
adalah menganalisis dan menjawab persoalan-persoalan hukum
yang sedang dikaji.>* Tujuan utama dari penelitian jenis ini adalah
menyajikan argumentasi hukum yang dapat menentukan apakah
suatu kejadian tertentu telah sesuai atau bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku.Proses penelitian hukum normatif
biasanya diawali dengan identifikasi suatu peristiwa hukum.
Selanjutnya, dilakukan pencarian dan pengkajian terhadap berbagai
sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-
undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Langkah

ini bertujuan untuk menemukan hubungan hukum yang sesuai

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), him 47
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dengan peristiwa yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini,
penelitian hukum normatif berupaya memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang bagaimana suatu peristiwa hukum dapat
diinterpretasikan dan dievaluasi dalam konteks sistem hukum yang
ada.

Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia dan putusan-putusan
pengadilan sebagai bahan kajian dan menganalis tentang Alasan
Pengenyampingan Perintah Jabatan Dalam Perkara Pasal 340 KUHP

yang dilakukan anggota militer antara bawahan dan komandan.

. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan
pendekatan-pendekatan penelitian. Melalui pendekatan tersebut,
penulis akan memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang
isu-isu yang sedang dicoba cari untuk mendapatkan jawaban.
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa

pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan undang-undang, yang dikenal juga

dengan istilah "statute approach” dalam bahasa Inggris,



merupakan sebuah metode penelitian hukum yang
melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai bentuk
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
memiliki kaitan erat dengan permasalahan hukum yang
sedang diteliti atau dibahas.?>. Tujuan utama dari
pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif tentang kerangka hukum yang
berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan
melakukan analisis mendalam terhadap substansi dan
filosofi di balik undang-undang, peneliti dapat menilai
apakah terdapat ketidaksesuaian atau konflik antara
prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang tersebut
dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti unt

21

uk

mengidentifikasi potensi kesenjangan, inkonsistensi, atau

bahkan kontradiksi dalam sistem hukum yang ada, serta

memberikan dasar yang kuat untuk argumentasi hukum dan

rekomendasi kebijakan yang mungkin diperlukan untuk

mengatasi isu hukum tersebut.

b. Pendekatan Kasus (case approach)

% Djoni Sumardi Gozali, /lmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum (Y ogyakarta: UIN Press,

2020), hlm 127.
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Analisis kasus melibatkan pengkajian mendalam
terhadap perkara-perkara yang relevan dengan masalah yang
sedang dihadapi, khususnya yang sudah diputuskan oleh
pengadilan dan bersifat final. Pada penerapannya, metode ini
harus memperhatikan pertimbangan dan argumentasi hukum
yang menjadi dasar hakim dalam pemberian putusan.?®
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan

menggunakan putusan nomor 12— K/PM.II-11/AD/111/2022.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka pada
umumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum primer memiliki sifat mengikat
secara luas dan yuridis untuk menganalisis isu dalam
penelitian ini yaitu adanya pengenyampingan alasan
pemerintah jabatan dalam perkara 340 KUHP yang
dilakukan oleh prajurit terhadap perintah komandan militer.

Adapun bahan hukum primer sebagai berikut :

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), him.158.
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1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
194577

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.?®

3. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer
(KUHPM)®

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer.*

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.’!

6. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber, seperti
buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat asas-

asas fundamental hukum, pemikiran para pakar hukum,

27 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

28 Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN.
NO.127 Tahun 1958, TLN No.1660.

PIndonesia, Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).,Undang-Undang
(UU) Nomor 39 Tahun 1947, Staatsblad 1934, No.167.

3Indonesia, Udang-Undang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang (UU) Nomor 25
Tahun 2014 LN. NO. 257, Tahun 2014 , TLN. No. 5591.

3! Indonesia, Undang-Undang Peradilan Militer Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun
1997, LN. NO. 3368, Tahun 1997, TLN. No.3713.

32 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU)
Nomor 1 Tahun 2023 LN. NO.1, TLN No. 6842.
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hasil-hasil riset di bidang hukum, kamus dan ensiklopedia
hukum.** Penulis menggunakan hal tersebut untuk
membantu dalam menganalisa terkait pengenyampingan
alasan perintah jabatan dalam perkara pasal 340 KUHP yang

dilakukan oleh prajurit dan komandan militer..

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum merupakan
sumber-sumber referensi di luar bidang hukum yang masih
relevan dengan penelitian seperti kamus hukum, kamus bahasa,
ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. sumber-sumber ini
memiliki peran krusial dalam memperkaya dan memperkuat
analisis terhadap materi hukum primer**. Penggunaan bahan-
bahan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif
yang lebih luas dan kontekstual dalam mengkaji permasalahan

hukum yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengetahui isu hukum yang diteliti, penulis
menggunakan pengumpulan bahan hukum pada penelitian hukum
normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum

primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan (library research)

3 Muhaimin. (Juni 2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University
Press.hlm.60
3 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. hlm.60
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adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan
terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.®

Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses pengelolaan materi hukum melibatkan beberapa langkah,
termasuk pengumpulan, pengenalan, pengelompokan, dan pengaturan
sistematis untuk mencegah adanya pertentangan. Selanjutnya, materi
hukum tersebut ditelaah menggunakan metode analisis peraturan
perundang-undangan dan studi kasus guna menjawab isu-isu utama
dalam penelitian. Studi ini mengadopsi pendekatan analisis deskriptif,
yang melibatkan pengkajian regulasi yang berlaku dalam kaitannya
dengan prinsip-prinsip hukum positif yang relevan dengan masalah

yang sedang dikaji.*°

Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan berbagai sumber hukum, dilakukan
proses seleksi, pemisahan, dan pengolahan terhadap bahan-bahan
tersebut. Selanjutnya, bahan-bahan ini ditelaah dan dianalisis dengan
mempertimbangkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, yang
kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini,

pendekatan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode ini

105.

3 Moch Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hIm. 111
3% Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia, 2010), hlm.
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melibatkan penarikan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang
kemudian diterapkan pada situasi spesifik yang menjadi fokus

penelitian.
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